PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN

JL. HABIBON RT 26 KEL. TANJUNG LAUT 75321 TCLP. (0548) 21009 - 21910

KEPUTUSAN CAMAT BONTANG SELATAN
NOMOR :&47-| TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KANTOR
KECAMATAN BONTANG SELATAN TAHUN 2022

Menimbang

Mengingat

a.

CAMAT BONTANG SELATAN

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan
Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian
ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan
Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian
sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk
diakses oleh setiap orang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud
dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil
guna, perlu menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Kecamatan Bontang Selatan dengan suatu Keputusan Atasan
PPID Pembantu Kecamatan Bontang Selatan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Atasan PPID
Pembantu tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;



4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang
pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, tambahan Lembaga Negara Republik Indaonesia
Nomor 5587);

5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 /2010 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 /2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang keterbukaan informasi Publik;

8. Keputusan Walikota Bontang Nomor 421 Tahun 2016 Tentang
Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat
Dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

9. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota
Bontang;

10. Keputusan Walikota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 tentang
Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan untuk diakses di
lingkungan Kecamatan Bontang Selatan sebagaimana tersebut
dalam lampiran.
KEDUA X Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal :12 mei 2022

Camft

i

Kamsal. S.pd
Pembina
Nip. 196709111988021003



Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT BONTANG SELATAN

Nomer :
Tanggal : 12 Mei 2022
Tentang : Penetapan Informasi yang dikecualikan pada Kantor Kecamatan Bontang

Selatan

JENIS KLASIFIKASI
INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

ALASAN

JANGKA
WAKTU

Data Pribadi ASN, TKD Dan
THL

UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17
e Hurufa;

Informasi Publik yang apabila di buka dan
diberikan kepada pemohon informasu public
dapat menghambat proses penegakkan
hukum

e Hurufh;

Infomasi publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi public
dapat mengungkap rahasia pribadi. (angka
1,2,3,4,5)

o Huruf I;

Memorandum atau surat-surat antar badan
public atau intra Badan Public, yang menurut
sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan
komisi informasi atau pengadilan

2 | Sanksi Hukuman Disiplin
tertulis ASN, TKD Dan THL

UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17

e Huruf a

Informasi Publik yang apabila dibuka dan di
berikan kepada pemohon informasi publik
dapat menghambat proses penegakan
hukum

3 | Data Kependudukan

UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf h

Informasi publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi public
yang apabila dibuka dan diberikan kepda
pemohon informasi public dapat
mengungkap rahasia pribadi. (1,2,3.4,5)




—

4

Data Anak / Seseorang
terlibat Kasus - Kasus

Balkk  sebagai  korban
maupun pelaku

UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17
e Huruf a:

Informasi publik yang apabila di buka dan di
berikan kepada pemohon informasi public

dapat menghambat proses penegakan
hukum :

1. Menghambat penyelidikan dan
penyidikan suatu tindak pidana

2. Mengungkap indetitas informan,
pelapor,saksi,dan / atau korban yang
mengetahui adanya tindak pidana

e

§ |LHP ( Laporan Hasil | UU KIP No 14 tahun 2008 pasal 17
linformasi publik yang apabila dibuka dan
diberkan kepada pemohon informasi publik
dapat menghambat proses penegakan
hukum ( angka 1,2,3,4,5)

6 | Suratsurat yang menurut | UU KIP No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a,

sifatnya dirahasiakan | b, i
misalnya :
Telashan Staff Memo,| * Hurufa:
Drsosis Informasi publik yang apabila dibuka dan
Notulen, Risalah  dan giberikan kepﬁda lg)etmc:nhc:n informasi p::}l:lic
Laporan  Rapat  (Slide haEa menghambat proses penegakkan
presentasi, rekman suara) UKLRD.
e Hurufb:
Informasi publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi public
dapat mengganggu kepentingan
Perlindungan hak atas kekayaan intelektual
dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat.
e Hunuf |:
Memorandum atau surat-surat antar badan
public atau intra Badan Publik, yang menurut
sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
komisi informasi atau pengadilan.
7 | Perencanaan Pengadaan | UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17

lahan untuk kepentingan
Pemenintah

e Hunuf e:

Informasi Publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi publik
dapat merugikan ketahanan ekonomi
nasional.

No 4 ( Rencana awal perjualan atau
pembelian tanah atau Proferti)

e Hurnuf i:
Momerandum atau surat-surat antar Badan
Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan komisi informasi atau
pengadilan

&



» Pernyataan
Melepaskan Hak atas
Tanah

e Surat Pernyataan
Penyerahan Tanah
Garapan (SPPFBT)

e Surat Pemyataan
Penguasaan Fisik
Bidang Tanah
(SPPFBT)

UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf
e Huruf g:

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat
men_gungkapkan isi akta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat seseorang.

Kode Password Aplikasi

10

Kode Password User

11

Kode Password Email dan
Media Sosial

UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17
e Huruf c

Informasi Publik yang apabila diberikan
kepada pemohon informasi public dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan
negara.

e UU Nomer 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transanksi Elektronik
(ITE)

12

Laporan Keuangan yang
belum selesai diaudit

UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17
e Huruf j:

Informasi yang tidak boleh diungkapkan
berdasarkan Undang-undang

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal :12 Mei 2022

Pembina
Nip. 196709111988021003




